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P E N E T A P A N

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh: 

PEMOHON I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  tani,

tempat  tinggal  di  Kecamatan  Raman  Utara, Kabupaten  Lampung

Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON  II,  umur  36 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

mengurus rumah tangga,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan Raman

Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor XXX tanggal 8

Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  suami  istri  yang

menikah pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2017 di Dusun I, RT.001, RW.001,

Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.  

2. Bahwa  pernikahan  itu  dilakukan  menurut  agama  Islam,  dengan  wali

nikah adalah Suyadi, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Jumari dan

Suyono serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-  (seratus ribu

rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II  berstatus  perawan,  dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada

paksaan dari pihak manapun;
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4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada

hubungan  sesusuan  dan  tidak  ada  halangan  syar’i  untuk  melakukan

pernikahan;

5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang

keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I

dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;     

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun I,

RT.001, RW.001, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten

Lampung Timur sampai saat ini;

7. Bahwa  selama  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

1  (satu) orang anak laki-laki  bernama Azriel  Cahya Ramadany,  berusia 1

(satu) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I  dan Pemohon II  belum mempunyai

buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan

syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon

I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan

Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, kiranya berkenan memberikan  penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai

berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan

Pemohon II  (PEMOHON II)  yang dilaksanakan pada  hari  Rabu tanggal  1

Januari 2017 di Dusun I, RT.001, RW.001, Desa Raman Endra, Kecamatan

Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat  lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa  atas  perintah  Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  perkara  ini,

Jurusita  Pengadilan  Agama  Sukadana  telah  mengumumkan  permohonan

pengesahan  nikah  tersebut  pada  tanggal  13  Februari  2019  di  papan

pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang

ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Pemohon I  dan

Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian

dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya

tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon IItanpa ada perubahan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas nama Pemohon I  Nomor

1807090101990002, tanggal  23  Januari 2019,  yang  dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur,  telah  dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon  II  Nomor

1807096606980004, tanggal  30  Januari 2019, yang  diterbitkan  oleh

Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur, telah  dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  B-

37/Kua.08.07.9/PW.01/2/2019,  tanggal  06  Februari 2019, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara,

Kabupaten  Lampung  Timur,  telah  dinazegelen dan telah  dicocokkan

dengan aslinya bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI  PARA  PEMOHON,  umur  50 tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  wiraswasta,   tempat  tinggal di  Kecamatan  Raman  Utara,

Kabupaten  Lampung  Timur,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I  dan Pemohon II,  Saksi

adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  adalah suami istri  yang

telah menikah pada  tanggal  1 Januari  2017, di  Desa Raman Endra,

Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi  hadir  pada waktu pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;

- Bahwa  wali  nikah  Pemohon  II adalah  Suyadi  (ayah  kandung

Pemohon II);

- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi

sendiri dan Suyono; 

- Bahwa ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II

dan Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II

berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II

perawan;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mempunyai

halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab

yang diharamkan untuk menikah;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan

keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun

dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  mempunyai  istri  atau

suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon I dan  Pemohon  II tidak  pernah  keluar  dari

agama Islam;
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- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  pengesahan

nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

2. SAKSI  PARA  PEMOHON,  umur  50 tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten

Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I  dan Pemohon II,  Saksi

adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  adalah suami istri  yang

telah menikah pada  tanggal  1 Januari  2017, di  Desa Raman Endra,

Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi  hadir  pada  waktu  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

- Bahwa  wali  nikah  Pemohon  II adalah  Suyadi  (ayah  kandung

Pemohon II);

- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jumari

dan Saksi sendiri; 

- Bahwa ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II

dan Pemohon I;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II

berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II

perawan;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mempunyai

halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab

yang diharamkan untuk menikah;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan

keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;
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- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun

dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  mempunyai  istri  atau

suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon I dan  Pemohon  II tidak  pernah  keluar  dari

agama Islam;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  pengesahan

nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mengajukan  alat  bukti  lain

selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam

permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian penetapan ini  ditunjuk segala hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini  yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pasal  49 ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama,  perkara  ini  termasuk

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II  disertai  dengan bukti  P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik,

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  dibuat  untuk  alat  bukti,  telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan

bahwa Pemohon I dan Pemohon II  berdomisili  di wilayah hukum Pengadilan

Agama  Sukadana,  maka  Pengadilan  Agama  Sukadana  secara  relatif

berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II;
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Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pedoman  Pelaksanaan

Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama  Buku  II  poin  (11)  halaman  145,

permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  diumumkan  di  papan

pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dan telah memenuhi waktu 14 hari

sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak

ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana

terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini; 

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon

I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada

tanggal  1  Januari  2017,  di  Desa  Raman  Endra,  Kecamatan  Raman  Utara,

Kabupaten  Lampung  Timur  disahkan,  karena  perkawinan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  selama  ini  belum  tercatat  di  kantor  urusan  agama,  sehingga

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang,  bahwa  dengan  dasar  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II a-quo, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal

7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi  “dalam hal perkawinan tidak

dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan  isbat  nikahnya  ke

Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat  permohonan

Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan)

dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu

alat  bukti  surat  P.1,  P.2  dan  dua  orang  saksi  yang  masing-masing  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di

dalam duduk perkara atas; 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi

kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II,  membuktikan

tentang  tempat  tinggal  Pemohon  I  dan  Pemohn  II,  telah  Majelis  Hakim

pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya,  oleh karena itu  bukti  surat

tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat  bukti  surat P.3 berupa fotokopi  akta

autentik,  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  dibuat  untuk  alat  bukti,
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telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan

demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil,  isi  alat  bukti  3P. tersebut  memuat

keterangan  pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  belum tercatat di  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sehingga

bukti  P.3 telah memenuhi syarat materiil  dan harus dinyatakan dapat diterima

dan terbukti;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  yang

keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat

bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi  (in person)  di depan

persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  serta

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  secara materiil keterangan  2  (dua) orang  saksi

sebagaimana  terurai  dalam  duduk  perkara  di  atas,  menerangkan  bahwa

Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 2017, di Desa

Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur dengan

wali  nikah  Suyadi  (ayah kandung Pemohon II),  dengan mahar berupa uang

sebesar  Rp100.000,00 (seratus  ribu  rupiah) dibayar  tunai,  dihadiri  oleh  dua

orang saksi nikah yaitu Jumari dan Suyono, ijab kabul diucapkan langsung oleh

wali  nikah  Pemohon II  dan Pemohon I,  serta  tidak  ada halangan halangan

pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan

untuk menikah.  Majelis  Hakim berpendapat  keterangan saksi  tersebut  sama

saling  bersesuaian  dan  saling  menguatkan  serta  relevan  dengan  dalil-dalil

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang

diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II  dikaitkan dengan bukti-bukti  yang telah dipertimbangkan di atas,

dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:
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- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri

yang telah menikah pada tanggal 1 Januari 2017, di Desa Raman Endra,

Kecamatan  Raman Utara,  Kabupaten  Lampung Timur  dengan  wali  nikah

Suyadi (ayah kandung Pemohon II);

- Bahwa  terbukti  benar  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Jumari dan Suyono;

- Bahwa  terbukti  benar  wali  nikah  Pemohon  II  langsung  yang

mengucapkan  ijab  dan  kabulnya  langsung  diucapkan  oleh  Pemohon  I

dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terbukti  benar  sewaktu  menikah status  Pemohon I  jejaka dan

Pemohon II perawan;

- Bahwa terbukti  benar selama pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  terbukti  benar  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah ataupun hubungan

nasab yang diharamkan untuk menikah;

- Bahwa  terbukti  benar  selama  ini  tidak  pernah  ada  gugatan  dari

masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup

rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri

atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan  Pemohon II tidak  pernah keluar

dari agama Islam;

- Bahwa terbukti  benar pernikahan Pemohon I  dan  Pemohon II  belum

tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Raman  Utara,  Kabupaten

Lampung Timur;

- Bahwa  benar  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  pengesahan

nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

menentukan  bahwa,  “Perkawinan  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,dan oleh karena Pemohon

I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I

dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum

Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil  fikih dalam  Kitab  Al Iqna’ juz II

halaman  123,  yang  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  sebagai

berikut:

العاقدان          وهما وولي وزوخ وزوجة صيغة خمسة وهي النكاح أركان

وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon

suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”;

Menimbang,  bahwa  dalil  fikih  tersebut  juga  telah  dituangkan  dalam

ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam

hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua

orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang,  bahwa selain  harus terpenuhi  rukun nikah di  atas,  untuk

dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga

memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang

dilanggar,  sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9,  dan 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan

ketentuan  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  terbukti  bahwa

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1

Januari  2017  di  Desa  Raman Endra,  Kecamatan  Raman Utara,  Kabupaten

Lampung  Timur,  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan  serta

tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  selain  harus  terpenuhinya  rukun  dan  syarat

perkawinan,  hal  lain  yang  dapat  memperkuat  keabsahan  suatu  perkawinan
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adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II; 

Menimbang,  bahwa pernikahan  Pemohon I  dengan  Pemohon II  tidak

dilaksanakan  di  hadapan  P3N  adalah  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  6

Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  pada

dasarnya pernikahan Pemohon I  dengan Pemohon II  telah memenuhi  rukun

dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Pemohon I  dan

Pemohon II mohon untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi

Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai  hal-hal  yang berkenaan salah  satunya dengan  “Perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon

I  dan  Pemohon  II,  yaitu  dengan  menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I

dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017 di Desa

Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  pasal  89 Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telahdiubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama Jo.  Peraturan  Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara  Pemohon I  (PEMOHON I) dengan

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017

di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
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3. Membebankan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus  empat puluh satu ribu

rupiah;

Demikianlah  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Sukadana  pada  hari  Rabu,  tanggal  27  Februari 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil  Akhir 1440  Hijriah, oleh kami

Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

dan  Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.  masing-masing sebagai  Hakim Anggota,

yang  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Plh.  Wakil  Ketua  Pengadilan

Agama  Sukadana  Nomor  XXX,  tanggal  7  Februari 2019,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  di  dampingi  oleh  Hakim Anggota  yang  sama serta

Syaiful  Rohim,  S.H.I., sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh

Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Ketua Majelis 

Liza Roihanah, S.H.I., M.H. Erna Resdya, S.H.I., M.E. 
Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I.
Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Proses Rp  50.000,00
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3. Panggilan Rp350.000,00

4. Redaksi Rp    5.000,00

5. Meterai Rp    6.000,00 +

    J u m l a h Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


